
No. 1450, 2014 KEMENDAGRI. Kuasa Pengguna Anggaran.
Dekonsentrasi. Tugas Pembantuan.
Penunjukan. Pendelegasian Wewenang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA
DEKONSENTRASI

DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendanaan program
dan kegiatan administrasi kependudukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 87A dan Pasal 87B Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, perlu ditunjuk/
ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk seluruh
kabupaten/kota;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, maka Menteri dapat mendelegasikan
kewenangan penetapan/penunjukkan Kuasa Pengguna
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Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada
bupati/walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pendelegasian Wewenang Penunjukkan/Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan
dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Bidang
Administrasi Kependudukan Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5423);

7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
168);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN 2014.

Pasal 1

(1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang kepada
bupati/walikota untuk melakukan penunjukkan/penetapan Kepala
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang
Administrasi Kependudukan Tahun 2014.

(2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatas menetapkan:

a. Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;

d. Panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa;

e. Petugas verifikasi keuangan;

f. Unit akuntansi; dan

g. Rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.

Pasal 2

Petunjuk Teknis pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 70 TAHUN 2014.

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014.

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKKAN/
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN
2014.

A. PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
PROVINSI

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam
Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan bahwa Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana Kementerian di bidang kependudukan dan pencatatan
sipil, yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kependudukan dan
pencatatan sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta
peraturan pelaksanaan, yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk kependudukan Secara Nasional serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Standar dan


